
PBMERINTAII KABUPAT'ItrN ACEH SINGT*trI.

SEKRETARIAT DAERAH KABUPASFN
Jalan Bahari No. 54 Telp (0658) nln Fax. 21217 Singkil

KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

NOMOR T' TAHUN 2012

TENTANG

PENUNJUKAN 
' 

PENETAPAN TIM EDITING RANCANGAN QANUN TATA CARA
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

TAHUN ANGGARAN 2O{2

BUPATI AGEH SINGKIL

Menimbang '. a. bahwa untuk kelancaran proses penerbitan dan perbaikan draf
Rancangan Qanun Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Kabupaten Aceh Singkil dipandang perlu membentuk Tim
Editing Rancangan Qanun Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian
Daerah Kabupaten Aceh Singkil Anggaran 2012;

b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam
suatu keputusan.

tlengingat : 1. Undang - Undarg Republik lndonesia Nomor 14 Tahun 1999
Tentang Pembentukan Daerah Tingkat ll Kabupaten Aceh Singkil
( Lembanan Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3827 \;
Undang - Undang Republik lndonesia Nomor 28 Tahun 1999
Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 3851);

Undang - Undang Republik lndonesia Nomor 44 Tahun 1999
Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah
lstimewa Aceh (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 3893)

Undang - Undang Republik lndonesia Nomor 17 Tahun 2003
Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 4280);

Undang - Undang Republik lndonesia Nomor 1 Tahun 2W
Tentang Perbndaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2W Nornor 5, Tambahan Lembaran Negana
Republik lndonesia Nornor 4355);

4.

5.



o

6. Undang - Undang Republik lndonesia Nomor 15 Tahun zO04
Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 20A4 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

7. Undang - Undang Republik lndonesia Nomor 25 Tahun 20A4
Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 44211;

8. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 32 Tahun 20o/'
Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 200/. Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor M37l sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kdua atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 20A4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4844\;

9. Undang - Undang Republik lndonesia Nomor 33 Tahun 2004
Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2Oo4 Nomor Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia 4438);

10. Undang - Undang Republik lndonesia Nomor 11 Tahun 2006
Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor a633);

11. Undang - Undang Republik lndonesia Nomor 12 Tahun ZAfi
Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52U);

12. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 25 Tahun
2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan
Pemerintah Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3gS2);

13. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 50 rahun 200s
tentang Sistim lnformasi Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun ZAfi
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun
2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5155);

14. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nqnor a5781;
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15. Penafuran Penrerintah Republik lndonesia Nomor 79 Tahun
2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawdsan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik
lndonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 8 Tahun 2006
tentang Laporan Keuangan dan Kineria lnstansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor affi$;
Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 39 Tahun
20A7 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 7 Tahun 2008
Tentang Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4816);

Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 71 Tahun 2410
tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2O1O Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1996 tentang
Tata Gara Penyelesaian Kerugian Negara di Jajaran Departemen
Dalam Negeri;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik lndonesia Nonmr 13
Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerdm
sebagaimana telah diubah beberapa kali teratfits emqoltl
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201$ hmffiry
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dahrn iltegurr ilemm
13 Tahun 2006 tentang Pedoman PerUehM' mzumgmn
Daerah (Berita Negara Republik lndonesb Tdlilutl 2fi'1x ilM
310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri tlqrmr 53 Tdilrnurm m'ilt fcnlilnnrg
Pembentukan Prduk Hukum Daetdlr (kt'frn ruSm mrym
lndonesia Tahun 2011 Nonror 694il:

Qanun Aeh Nornor 5 Tdrultn 2mX1 Teldilug Te Cfl:e
Pembentukan Qanun {tsrrorarc Mn Adn TdFrfir z0''il'il
Nomor 10, Tambahan,l-ermffiqwn Mrndr filomnmzl7fi

Qanun Aceh Siqld [hM 2 T&s! M TeilnHry $rsunan
Organismi dil Tffi t[ErF teffi kh dm Selre*ariat
Dewan Ml lffi f,rory*n Acefi Singkil,
sebagairsNe b*Cil df r bebefiep ld Er#*'densn Qanun
A,ceh SiiTgfril lknor I Tdrm 2011 Tenlang Pen"tahan l(edua
Ahs knm Aceh Sipld t{onu 2 T*nrt 20OB Entang S.usunan
OlrgililNild dil Te KerF SeNcretarbt Daerah dan Sekretariat
kN Penu#m R tt*LgaEn Ac€fi Sirgkil (Lembaran
[Ml X,*ry*n Aceh Sirgld Tatrun 2011 Nornor 08);
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llllenetapkan :

KESATU

25. Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kefia Dinas,Lembaga Teknis Daerah dan
Kecamatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2011 Tentang
Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 03 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas,Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan (Lembaran
Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 04);

26. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan
Keuangan Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh
SingkilTahun 2008 Nomor 163);

27. Qanun Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Tahun 2010 Nomor 5);

28. Qanun Aceh Singkil Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun
Anggaran 2A12 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Tahun 2011 Nomor 14);

29. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 41 Tahun 2011 Tentang
. Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh

Singkil Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Aceh
Singkil Tahun 2011 Nomor 41);

30. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2012 Tentang
Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kabupaten Acefi
Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012
Nomor 03):

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAI.I SEIffiETAMAT
DAERAH KEBUPATEN ACEH SIHGIC- TETTTre
PENUNJUKAN'PENETAPAN NN ETXTil|G RfiTflGf,f,
CI,ANUN TATA CARA TUNTUTAI{ GAilN fiERflreltil OTERA}I
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KETIGA :

KEEilIPAT :

KELITA

Dalam rangka melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana
dimaksud pada diktum kesatu bertanggungjawab kepada Bupati
Aceh Singkil.

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
(APBK) Aceh Singkil melalui SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten
Aceh SingkilTahun Anggaran 2012.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan
dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana
mestinya.

o
SALINAN dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. lnspektur lnspeKoratAceh Singkil di Singkil;
2. Yang bersangkutan.

o

9.? lanrnari aott
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LAMPIRANT
KEPUTUSAN PENGGUNA
SEKRETARIAT DAERAH
ACEH SINGKIL
NOMOR: 1r TAHUN 2012
TENTANG
PENUNJUKAN/PENETAPAN TIM EDITING
RANCANGAN QANUN TATA CARA
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN
ANGGARAN 2012

ANGGARAN
KABUPATEN

NO JABATAN POKOK JABATAN DALAM PANITIA

1 2 3

1 Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil Penanggungjawab

2
Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan
Daerah Kabupaten Aceh Singkil Ketua

3
Kepala Bagian Hukum dan Ham Setdakab Aceh
Singkil Sekretaris

4 lnspektur lnspektorat Kabupaten Aceh Singkil Anggota

5
Kabid Perbendaharaan Dinas Pengelola
Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh
Singkil

Anggota

6 Kasubag Peraturan Perundang Undangan
Bagian Hukum Dan HAM Setdakab Aceh Singkil Anggota

7
Kasubag. Dokumentasi & Sosialisasi Bagian
Hukum dan HAM Setdakab Aceh Singkil Anggota

8 Staf Bagian Hukum Dan HAM Setdakab Aceh
Singkil Anggota

I Staf Bagian Hukum Dan HAM Setdakab Aceh
Singkil Anggota

ffi


